BUPATI PASER
KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme
pelaksanaan  kegiatan  bantuan  keuangan = untuk
pemerintahan Desa dan berkurangnya Pagu Dana Desa
Tahun 2019 yang semula sebesar Rp. 122.624.619.000,00
(seratus dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh
empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)
berkurang sebesar Rp. 1.549.550.400,00 (satu milyar lima
ratus empat puluh sembilan juta lima ratus
lima puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi
Rp. 121.075.068.600,00 (seratus dua puluh satu milyar
tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus
rupiah), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran
20109.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 225);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 3
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun
2019 Nomor 3) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi
sebagai berikut:



. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah
sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa.

Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I Paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua
puluh persen);

b. tahap II Paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%
(empat puluh persen);

c. tahap III Paling cepat bulan Juli sebesar 40%
(empat puluh persen);

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan
setelah Bupati melalui BPKAD menerima Peraturan
Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan
setelah Bupati melalui BPKAD menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Daerah tahap III
dilaksanakan setelah Bupati melalui BPKAD
menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II dari
Kepala Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
output menunjukkan paling kurang sebesar 50%
(lima puluh persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6), dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.



9)

(10)

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output,
volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), belum memenuhi kebutuhan
input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 14

Bupati melalui BPKAD menunda penyaluran Dana

Desa, dalam hal:

a. BPKAD belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 9 Ayat
(5) atau Pasal 9 ayat (6);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa
tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga
puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap [ tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa
tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan
Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di
Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum
Daerah.

Bupati melalui BPKAD melaporkan Dana Desa yang
tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4), kepada Kepala KPPN selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.



(7)

(8)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan
Dana Desa.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu
tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.

Ketentuan lampiran I pada Kecamatan Batu Sopang Desa
Legai dan Rantau Layung, Kecamatan Kuaro Desa Pasir
Mayang, Kecamatan Long Ikis Desa Adang Jaya dan
Kecamatan Long Kali Desa Muara Adang II diubah
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal II

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Paser ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2019
BUPATI PASER,
ttd
YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.PASER,

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007



